
 

 
 
 
Alamat : Jl. Pendidikan No. 5 Pangkajene Sidrap 

   Email   : set.sidrap@bawaslu.go.id 

 
 

 Nomor : 003/PM.00.02/K.SN-15/01/2023                   Pangkajene, 02 Januari 2023 

 Sifat : Segera   
 Lampiran : -  

 Hal : Imbauan  
 

Yth.   

Dandim 1420 Kabupaten Sidenreng Rappang 

di -  

Tempat 

 
 
A. Dasar Hukum 

 
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional 

Indonesia. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara. 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.  

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 

Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara 

Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 

Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan 

Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. 

8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 

2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah. 

 
B. Sehubungan pelaksanaan tahapan Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah, 

disampaikan hal-hal sebagai berikut: 
 

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten Kota pada Pemilu Tahun 2024: 
 

a) Pasal 101 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 
Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:  
 
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: 
a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota 

terhadap: 
1. pelanggaran Pemilu; dan  
2. sengketa proses Pemilu; 

b. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah 
kabupaten kota 

 
b) Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil 
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Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, yang berbunyi: 
 
Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek 
pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal 
tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar 
ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin 
masing-masing lembaga/instansi. 
 

c) Pasal 5 ayat (1) huruf  (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi: 

 
(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:  

(c) netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu 

 
2. Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilu Tahun 2024: 

 
Pasal 39 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 
2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, yang berbunyi: 
 
Prajurit dilarang terlibat dalam:  
1. kegiatan menjadi anggota partai politik;  
2. kegiatan politik praktis; dan 
4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan 
jabatan politis lainnya. 

 
3. Peraturan mengenai larangan TNI melakukan tindakan yang menguntungkan atau 

merugikan Peserta Pemilu pada Pemilu Tahun 2024:  
 

Pasal 306 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 
Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: 
 
(2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, 
kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan 
Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye. 

 
4. Peraturan mengenai pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas TNI pada 

Pemilu Tahun 2024: 
 

a) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai 
Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: 
 
(1) Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota 
TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang 
dari lembaga/instansi masing-masing secara berjenjang. 
 

5. Peraturan mengenai Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah: 
 

a) Pasal 10  huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum  tentang pencalonan 
Perseorang Peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah: 
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Pemilih dapat menjadi pendukung bakal calon anggota DPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan memenuhi syarat sebagai berikut: 
 
(c) tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara 
Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala 
Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan 
perundangundangan 

 
6. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas, maka 

Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang mengimbau Anggota Tentara Nasional 

Indonesia (TNI) 1421 Kabupaten Sidenreng Rappang untuk  tidak menjadi pendukung 

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024. 

 
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 
 

     KETUA, 
 
 
 
 
 
 Asmawati Salam, S.Ag., M.H 

 
Tembusan: 

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi-selatan. 
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Sidrap 
3. Arsip. 
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